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Ringkasan
Tesis ini membahas kenaikan dari negara pembangunan Indonesia pada 
zaman Demokrasi Terpimpin. Argumen utamanya adalah bahwa akar 
dari teknokrasi-militer Orde Baru dapat ditemukan dalam beragam 
perkembangan kelembagaan dan ide-ide semasa tahun 1950an dan 
pertengahan awal dari tahun 1960an. Tesis ini juga berargumen bahwa 
kenaikan ideologi managerialisme sangat penting untuk dapat memahami 
mengapa lembaga-lembaga dan ide-ide tertentu dapat berkembang dan 
seberapa penting peranan dari struktur bantuan internasional yang terbina 
setelah Perang Dunia Kedua.
Bab pertama membahas kemunculan dari elit baru tahun 1950an yang 
disebut sebagai elit ‘ahli’. Elit ini berbeda daripada elit politik yang telah 
mengambil alih kekuasaan pada zaman revolusi (1945-1949). Elit baru ini 
memperoleh otoritas mereka dari keahlian teknis dan ilmu sosial mereka. 
Walaupun generasi pertama dari elit itu baru dapat peranan yang lebih 
penting hanya pada awal tahun 1960an, penguasaan dari orang-orang yang 
mendapatkan pendidikan tinggi pada masa kolonial terhadap badan-badan 
pembuat kebijakan negara itu penting. Usaha Sukarno untuk merebut 
kontrol dari kaum ahli adalah tajuk utama bab ini.
Cara Sukarno dan politisi lainnya seperti Roeslan Abdulgani membangun 
wacana tandingan dari wacana yang dibangun oleh ahli digunakan sebagai 
pondasi bagi negara Demokrasi Terpimpin. Sebagai tandingan, ahli-ahli 
baru, khususnya ekonom-ekonomi yang baru balik ke Indonesia setelah 
mendapatkan gelar doktor mereka di Amerika Serikat pada tahun 1960an 
membangun wacana tandingan pula yang fokus pada pengontrolan massa 
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dan memberi peran serta yang besar kepada angkatan darat dalam proses 
pembangunan.
Bab kedua membahas perkembangan angkatan darat pada masa ini, 
khususnya dalam klik intelektual Kasad Abdul Haris Nasution dan Sekolah 
Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad. Bab ini membahas 
perkembangan ide-ide Nasution mengenai peranan angkatan darat, 
khususnya dalam hubungannya dengan doktrin dwi-fungsi. Bab ini juga 
melihat perkembangan pendidikan perwira angkatan darat dan bagaimana 
lembaga-lembaga pendidikan baru ini membuka jalan untuk pengimporan 
ide-ide baru dari Amerika Serikat dan bagian lain dunia. 
Seskoad adalah situs penting bagi pengembangan doktrin territorial dan 
doktrin civic action angkatan darat, yang keduanya fokus pada isu kontrol 
populasi. Doktrin territorial melegitimasi kemunculan korps territorial yang 
mana otoritasnya atas daerah-daerah dan pedesaan mengekalkan keberadaan 
tentara pada wilayah pedalaman Indonesia. Doktrin civic action merupakan 
doktrin pembangunan yang menempatkan tentara sebagai komponen inti 
dalam pembangunan bangsa, khususnya pada tingkatan pedesaan. Kedua 
doktrin ini adalah bagian dari strategi counter-insurgency atau strategi 
penumpasan pemberontakan yang memungkinkan penguasaan tentara 
terhadap daerah pedesaan. Bantuan dari Amerika Serikat berperan dalam 
pembentukan pasukan-pasukan gerak cepat. Elit tentara akhirnya terpecah 
dalam dua bagian: elit territorial dan elit gerak cepat. Perkembangan ini 
penting untuk memahami peranserta tentara dalam masa Orde Baru.
Bab ketiga membahas lebih dalam lagi perkembangan elit ahli. Pertama-
tama, bab ini fokus pada permasalahan keterbatasan jumlah ahli yang parah 
pada saat Indonesia mendapatkan kedaulatannya pada akhir tahun 1949. Bab 
ini melihat dua cara negara berusaha menjawab tantangan. Pertama adalah 
penciptaan lembaga yang mengimpor ahli-ahli Eropa ke Indonesia bernama 
Putaba atau Pusat Tenaga Bangsa Asing pada tahun 1951. Ahli-ahli Putaba 
di-integrasikan dalam korps PNS. Kedua adalah impor ahli khusus untuk 
jabatan-jabatan dalam Badan Perantjang Nasional dan lembaga-lembaga 
keuangan Indonesia.
Jawaban kedua terhadap permasalahan kurangnya tenaga ahli adalah 
lewat pengembangan sistem pendidikan tingkat tinggi nasional. Ekspansi 
pendidikan tinggi nasional amat mencengangkan dengan semangat utama 
meninggalkan sistem pendidikan kolonial. Pergeseran dalam penggunaan 
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buku teks Belanda menuju Amerika menandakan pergeseran bahasa 
pendidikan dari bahasa Belanda ke Inggeris. Perkenalan sistem studi 
terbimbing atau guided study dari Amerika Serikat adalah bagian dari 
pergeseran pengaruh sistem pendidikan dari Belanda ke Amerika Serikat. 
Peran serta ahli asing tumbuh seiring dengan usaha negara mengimpor 
mereka. Ekonom Sumitro Djojohadikusumo memperoleh dukungan 
UNTAA atau Badan Pembantu Administrasi PBB dalam hal pendanaan 
dan pengiriman ahli ke Indonesia. Dalam fungsinya sebagai Menteri 
Keuangan maupun sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
Djojohadikusumo membuka jalan bagi beragam ahli-ahli asing yang dibayar 
oleh Ford Foundation, PBB ataupun badan-badan asing lainnya guna 
mendapatkan otoritas dalam perancangan rencana nasional dan dalam 
merancang beragam peraturan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. Peran serta MIT-CENIS dan pengimporan teori-teori 
modernisasi dari Amerika Serikat masuk lewat jalur ini. Menguatnya ahli-ahli 
asing, seperti terlihat dalam kasus ahli dari Kanada Benjamin Higgins dan 
peran-sertanya dalam pembentukkan Rencana Lima Tahun Nasional pertama 
tahun 1956 sangat penting. Ini kemungkinan adalah alasan utama mengapa 
Sukarno menjadi curiga terhadap ahli-ahli dan menjelaskan ketidak-sukaan 
yang ditujukannya terhadap sosok Sumitro Djojohadikusumo. Bagi 
Sukarno, kemunculan dari ahli asing yang berotoritas penuh, tampak seperti 
manifestasi dari neokolonialisme.
Bab keempat membahas pengimporan ideologi penting lainnya dari 
Amerika Serikat: scientific management. Impor ideologi ini ditandai oleh 
masuknya dua ilmu baru: manajemen bisnis dan administrasi publik. 
Walaupun sudah ada kesadaran akan keterbatasan keahlian sejak awal 
kemerdekaan, kegagalan dari Rencana Sumitro atau Rencana Urgency 
tahun 1951 menekankan pentingnya pembangunan kemampuan manajerial 
baik dalam usaha milik pemerintah maupun dalam birokrasi. Pada tahun 
1954, ahli ilmu pemerintahan Edward Litchfeld dan Alan C. Rankin dari 
Cornell melakukan perjalanan studi ke Indonesia atas dasar undangan 
Perdana Menteri dan dengan bantuan keuangan dari Ford Foundation. 
Setelah laporan mereka keluar, serangkaian perkembangan dilakukan guna 
membangun sistem produksi ahli-ahli ilmu administrasi. Pada tahun 1958, 
ahli manajemen bisnis Lynton K. Caldwell dan Harold L. Timms dikirim 
ke Indonesia guna melihat kondisi manajemen bisnis dan negara. Sampai 
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tahun 1958, hampir semua perusahaan milik Belanda telah dinasionalisasi 
yang mengakibatkan peluberan jumlah pekerjaan manajerial dalam 
perusahaan-perusahaan milik negara yang baru itu. Ekspansi jumlah manajer 
Indonesia mengakibatkan ekspansi pula kursus-kursus manajemen bisnis. 
Ini juga terlihat dalam peningkatan jumlah publikasi bahasa Indonesia dan 
terjemahan dalam bidang ilmu manajemen.
Ekspansi pendidikan manajerial dan kaum manager sebagai salah 
satu kategori elit menjadi bagian dari ancaman terhadap elit politik yang 
didominasi oleh lulusan jurusan hukum. Ekspansi scientific management 
juga mengakibatkan pergeseran penekanan dari sudut pandang legal menuju 
sudut pandang manajerial. Ini mengakibatkan konflik antara ahli hukum dan 
kaum manajerialis, sebagaimana tergambarkan dalam kritikan Ernst Utrecht 
terhadap pidato ahli administrasi negara Prajudi Atmosudirdjo dan Tjia Kok 
Tjiang. Sama pentingnya, ekspansi  scientific management itu mendukung 
perubahan konstitusional yang dilakukan dalam Demokrasi Terpimpin. 
Pergeseran menjauhi supremasi hukum (rule of law) dan pembagian fungsi 
kekuasaan (spearationof power) tidak berkonflik dengan tujuan-tujuan 
negara korporatif dibawah penguasan manajerial. Kemunculan dari ilmu 
yang mendukung pergeseran menjauhi perlindungan hukum pada tingkat 
individu adalah bagian penting dalam perubahan hubungan-hubungan 
masyarakat dan negara. 
Jika bab tiga dan empat fokus pada perkembangan keahlian dan 
manajer dan akibat-akibat ideologis dari perkembangan itu pada masa 
sebelum Demokrasi Terpimpin diakhir tahun 1950an, bab kelima fokus 
pada perkembangan usaha perencanaan nasional semasa zaman Demokrasi 
Terpimpin. Bab ini membahas usaha-usaha Sukarno untuk mengetrapkan 
ide-ide korporatifnya dengan cara membuka partisipasi yang lebih besar 
dalam ekonomi nasional, khususnya dalam industri-industri yang baru 
dinasionalisir dan, khususnya, dalam pembentukkan lembaga perencana 
nasional baru bernama Depernas. Berbeda dengan badan perencana yang lalu 
yang didominasi oleh ahli-ahli asing, Depernas merupakan pengejawantahan 
dari sebuah badan perencana non-ahli atau non-profesional: sebuah lembaga 
dimana peran dan partisipasi rakyat dapat diakomodasi.
Kegagalan daripada Depernas dan kegagalan dari pembukaan 
perekonomian untuk partisipasi lebih besar merujuk pada oposisi yang makin 
kuat antara Komunis dan kaum manajer. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia 
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yang balik setelah memperoleh gelar Doktor dalam berbagai ilmu sosial 
mulai mendapatkan posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Kenaikan dari 
lembaga LIPI-LEKNAS dan organisasi-organisasi kaum profesional lainnya 
dan universitas-universitas menjadi tempat baru buat ahli-ahli ini. Kegagalan 
Depernas mengakibatkan pembentukkan daripada Bappenas, yang berfungsi 
sebagai badan perancang yang terpusat yang mirip dengan bentuk badan 
perancang negara tahun 1950an, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar 
atas daerah dan lebih terintegrasi dengan pemerintahan territorial militer. 
Dipusatkan dibawah kantor kepresidenan semenjak 1962 merupakan salah 
satu jawaban terhadap kegagalan korporatisme. Dalam banyak hal, struktur 
negara Orde Baru sedang dibentuk dalam periode 1962-1965.
Bab ke-enam membahas penerapan daripada ilmu-ilmu manajerial dalam 
bentuk beragam proyek-proyek social engineering yang ditujukan kepada 
pegawai negeri maupun rakyat Indonesia kebanyakan. Social engineering 
merupakan komponen penitng dalam Demokrasi Terpimpin dan merupakan 
bagian inheren dari tujuan-tujuan revolusionernya. Pembentukan ulang 
manusia Indonesia merupakan bagian dari tujuan nasional. Kenyataan 
bahwa baik manajer maupun ideolog negara macam Sukarno mendukung 
social engineering menandakan kecocokkan Demokrasi Terpimpin dengan 
negara manajerial.
Social engineering diterapkan melalui serangkaian organisasi. Pertama, 
Lembaga Administrasi Negara, bersama dengan beberapa organisasi 
administasi lainnya, didirikan guna membentuk kaum manajer. Kedua, 
serangkaian organisasi yang dibentuk guna melakukan pengawasan, 
indoktrinasi dan retooling dalam korps pegawai negeri. Bapekan dibuat 
guna melakukan pengawasan dan investigasi agar dapat menganalisis 
permasalahan seputar ketidak-efisienan dan kegagalan organisasi. Paran 
dibuat untuk melakukan indoktrinasi dan retooling. Pengembangan 
kursus-kursus indoktrinasi dan usaha me-retool PNS sejajar dengan ideal 
dari re-management yang telah diutarakan beragam ahli manajemen yang 
bekerja di Indonesia. Walaupun gagal dalam menciptakan birokrasi yang 
efisien dan, bahkan, memperburuk permasalahan dengan mempolitisir lebih 
lanjut posisi dalam PNS, retooling dan indoktrinasi sejajar dengan semangat 
re-management.
Indoktrinasi nilai-nilai tradisional macam gotong royong dilegitimasi 
oleh studi-studi yang dilakukan oleh ahli-ahli manajemen Indonesia 
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yang belajar di Amerika Serikat. Penemuan kembali nilai-nilai tradisional 
diintegrasikan dalam strategi indoktrinasi yang dirancang oleh ahli-ahli 
manajemen dan ilmuan sosial lainnya. Menariknya, banyak dari teknik dan 
nilai ini yang digunakan oleh Orde Baru.
Bab ketujuh dan terakhir membahas mengenai perkembangan pemikiran 
ekonomi selama tahun-tahun terakhir dalam Demokrasi Terpimpin. Bab ini 
menunjukkan konflik yang makin menjadi antara ‘pendekatan produksi’ 
yang ditawarkan oleh PKI dengan kebijakan moneter yang ditawarkan oleh 
ekonom yang dilatih di Barat. Pada tahun 1962, kegagalan dari perencanaan 
ekonomi dan mismanajemen telah mengakibatkan permasalahan hot money 
yang menjadi-jadi. Pembiayaan defisit lewat pencetakan uang menyebabkan 
peningkatan inflasi yang telah mengakibatkan terjadinya kebangkrutan dalam 
sebagian besar sektor perekonomian yang dikuasai oleh pemerintah. 
Keadaan perekonomian yang parah ini memaksa pemerintah untuk 
mendekati IMF dan dunia Barat untuk mendapatkan bantuan. Sebuah 
program rehabilitasi bernama Deklarasi Ekonomi atau Dekon diumumkan. 
Didalam program ini, ekonom Indonesia beserta ekonom dari Barat 
merancang program guna menangani permasalahan inflasi, mengurangi 
defisit pemerintah dan mendapatkan hutang dari Barat lewat organisasi 
perkumpulan dana Barat.
Kegagalan dari Dekon adalah akibat dari ketidak-sukaan Sukarno 
terhadap bentuk kebijakan uang ketat yang tidak populer dimata rakyat dan 
ketidak-sukaan PKI terhadap bentuk-bentuk kebijakan moneter ataupun 
Keynesian. PKI mendorong ‘kebijakan produksi’ mereka yang berusaha 
menganalisis posisi-posisi rente dalam masyarakan lewat penerapan retooling. 
Proposal ini menginginkan adanya reformasi dalam kawasan pedesaan yang 
merugikan otoritas militer, birokrat ataupun otoritas tradisional lainnya. 
Pendekatan ini mengakibatkan konflik yang menjadi antara kaum Komunis 
dengan kekuatan-kekuatan tradisional lainnya beserta kelas manajerial 
militer/sipil yang baru. Disisi lain, banyak dari ekonom lulusan Barat yang 
mulai meneliti ekonomi-ekonomi sosialis di Eropa Timur tapi dengan cara 
dimana kekuatan pasar dapat diintegrasikan. Ide-ide hibrid ini akan terus 
berlanjut dalam masa Orde Baru, beserta pertahanan dari bentuk-bentuk 
otoritas tradisional lainnya. Kehancuran total dari PKI menyebabkan 
kehilangan legitimasi dari pendekatan produksi.
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Studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara negara 
Demokrasi Terpimpin dan negara Orde Baru, khususnya dalam hubungannya 
dengan pembentukkan elit-elit ahli militer dan sipil, kenaikkan ide-ide 
scientific management dan teori modernisasi, produksi kaum manajer dan 
kenaikkan daripada negara manajerial dan menjauhnya Indonesia dari 
bentuk-bentuk negara liberal serta penggunaan social engineering sebagai 
cara kontrol baik PNS maupun rakyat. Perkembangan dalam ilmu sosial 
beragam strategi kontrol menunjukkan satunya genealogi wacana dan 
ideology perhubungan negara dan masyarakat dalam Demokrasi Terpimpin 
maupun Orde Baru. 
